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PEMBERHENTIAN GURU YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN PADA TAMAN KANAK-KANAK SUNGAI BERTAM KABUPATEN
MUARO JAMBI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan pemberhentian guru yang telah mencapai batas
usia pensiun di Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Sungai Bertam, Kabupaten Muaro
Jambi, Guru tersebut tetap bekerja selama dua tahun melebihi batas usia pensiun
karena tidak mendapatkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari
BKD yang seharusnya disampaikan 15 bulan sebelum masa pensiun. Permasalahan
ini juga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data kepegawaian yaitu
perbedaan batas usia pensiun dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan dengan
batas usia pensiun yang seharusnya., Akibatnya, guru tersebut tetap menerima gaji
dan tunjangan selamai dua' tahun dan diminta’ Untuks mengembalikan gaji dan
tunjangan tersebut sebesar Rp 75.000.000,00. Rumusan masalah dalam penelitian ini
mencakup: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Guru yang Telah Mencapai
Batas Usia Pensiun pada Taman Kanak-Kanak Sungai Bertam Kabupaten Muaro
Jambi, serta (2) Bagaimana Tindak Lanjut dari Pemberhentian Guru yang Telah
Mencapai Batas Usia Pensiun pada Taman Kanak-Kanak Sungai Bertam Kabupaten
Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat
penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah
wawancara dan studi dokumen, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa:

(1) mekanisme pemberhentian belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan BKN No.
3/2020 maupun SOP BKD Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan tidak adanya
pemberitahuan pensiun, pergeseran tanggung jawab pengajuan berkas dari OPD
kepada PNS, kurangnya kecermatan dalam melakukan verifikasi dan pengolahan
data kepegawaian oleh BKD. (2) penyelesaian permasalahan dilakukan melalui jalur
non litigasi dengan melakukan pengaduan ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi,
meskipun jalur ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang

- undangan namun dalam UU ASN mengakui bahwa ASN berhak mendapatkan
bantuan hukum berupa litigasi ‘maupun--non- litigasi. Jalur ini dtempuh sebagai
langkah alternatif untuk menyelesaikan sengketa, hasil kesepakatan mediasi
disepakati bahwa pengembalian gaji tidak dibebankan kepada guru, serta dilakukan
revisi terhadap SK pengangkatan.
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